PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara
seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan
antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai
semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

bahwa konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5
(lima) tahun kedepan perlu dilakukan secara efektif, efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan;

bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah maupun
program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan
dokumen perencanaan daerah;

bahwa dengan berubahnya struktur kelembagaan pemerintah
Kabupaten Malang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
mengakibatkan berubahnya target-target kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, ¢c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2006 - 2010 dengan Peraturan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota
Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4827);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 — 2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

19.Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Nomor 23/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menetapkan

dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2006 - 2010.



Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 -
2010 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan dan melaksanakan
pembangunan lima tahun.

Pasal 2
Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 - 2010 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 disusun sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN.
BAB Il : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
BAB llI : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN.
BAB IV : ANALISA LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS.
BAB V : AGENDA, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM.
BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB VII : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.
BAB VIiI : PENUTUP.
Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2006 - 2010 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 - 2010, dituangkan
dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang ditetapkan
oleh Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun
2006 - 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI MALANG,
ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 2/E



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 - 2010

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
serta adanya dampak perubahan dan dinamika kerangka ekonomi makro
sehingga memerlukan penyesuaian asumsi-asumsi ekonomi dan target capaian
kinerja pembangunan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peraturan Daerah ini mencakup perubahan/tambahan landasan hukum
di bidang perencanaan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah yang
merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah dengan melibatkan
masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam
Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu:

(1) politik;

(2) teknokratik;

(3) partisipatif;

(4) atas-bawah (top-down); dan
(5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses

penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah.

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Calon Kepala Daerah pada saat kampanye ke
dalam rencana pembangunan jangka menengah.



Pendekatan _teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka
adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan
menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-
atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat
Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yaitu :
(1) penyusunan rencana,;

(2) penetapan rencana,;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga
secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan
rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4
(empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan
rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang
telah disiapkan.

Langkah  ketiga adalah  melibatkan  masyarakat (stakeholders) dan
menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang
pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum
sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan
rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya,
dihimpun dan dianalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan
dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas dan kewenangannya.



Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan
perencanaan pembangunan Yyang secara sistematis mengumpulkan dan
menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan
kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan
sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator
dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result),
manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan
pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk
melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait
dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja
proyek pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, mengikuti pedoman dan
petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode,
materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah
rencana.
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